N

BUPATI BOMB/ IV

PROVINSI SULAWESI TEG3TAR A
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 3L/TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNCEI,

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas: 4 PFeraturan
Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahur 20.6 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerall Kabupaten
Bombana, perlu menetapkan Peraturar. Bupat: tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serte Tata
Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombai &

1. Undang-UndangNomor 29  Tahun 2003  tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaier. Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaton Bombana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahi.n 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undarigaa [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 DNomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Incdcnesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenting Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembarar. Negoree Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reoublik bidonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5¢&, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Norncrl& Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambzhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



Menetapkan

6.
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Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerali Kabupaten
Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA FERJA DINAS
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.
)

10.

11.

Daerah dalah Kabupaten Bombana.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Bombana.

Bupatia dalah Bupati Bombana.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeral Kabupaten
Bombana.

Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Xabupaten
Bombana.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutya disingkat
UPTD adalah wunsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasionid dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan
Dinas Ketahanan Pangan.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pe aksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan peryelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk melindung, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masvarakat.
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daeral.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh dacrah scsua: dengan
potensi yang dimiliki Daerah.
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BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupatenyang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Ketahanan Pangan diwadahi dalam
bentuk dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupatert sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Ketahanen Pangan

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B

(2) Penentuan tipe Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran
intensitas penyelenggaraan urusan pemernniakan bidang
Ketahanan Pangan

(3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada avat (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan jperundang-
undangan.

BAB 111
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisas:

Pasal 5

(1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangsn daerah.

(2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6
Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjad kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketahenan Pangen



Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 6, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarzken fungsi :

a.

perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman kensurmsi dan

keamanan pangan,;

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan
pangan, kerawanan pangan, distribus: pangan,
cadangan pangan, penganekaragaman konsums: dan
keamanan pangan;

koordinasi penyediaan infrastruktur dan pencukung di
bidang ketersediaan pangan, kerawanarn pangan, distribusi
pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi
dan keamanan pangan;

peningkatan  kualitas sumber daya nanusie  di
bidang ketersediaan pangan, kerawanar pangan, distribusi
pangan, cadangan pangan, penganckaragaman konsumsi
dan keamanan pangan;

pemantauan, pengawasan, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersecia:zn pangan,
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
pangan, penganekaragaman konsumsi can keamanan
pangan;

pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahzanan Pangen; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Dinas Ketahanan Pangan memilik. kewenangan
sebagai berikut :

a.

(1)

Melaksanakan tugas manajemen pembangunen ketahanan
pangan yang profesional, bersih, peduli, traasparan, dan
bebas KKN

Melaksanakn tugas mengkoordinasikar  perencanaan
ketahanan pangan.;

Merumuskan produk hukum dibidang ketahanan pangan
yang berpihak kepada petani.

Melaksanakn tugas evaluasi dan pengendalian
pembangunan ketahanan pangan yang efektif
meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manasia aparatur
dalam penanganan ketahanan pangan

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9
Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangen Kabupaten
Bombana, terdiri atas :
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang ketersediaan dan kerawanan pangaiy;
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d. bidang distribusi dan cadangan pangan;
e. bidang konsumsi dan keamanan pangan;
f. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahlen dengan
peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10
Kepala Dinas mempunyai tugas Membantu Bupa:i/Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjad: kewenangan
daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

(1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan memberikan
pelayanan teknis dan administrasi kepacda selurubh unit
organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Fangan

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dines.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi penyusunan rencana, prograro, anggaran di
bidang di bidang ketahanan pangan;

b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip, dan dokumentasi;

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tatz liksana;

d. koordinasi dan penyusunan peraturen perundang-
undangan;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; daa

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ol:h kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri atas :
a. sub bagian perencanaan dan evaluasi;
b. sub bagian umum;



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretars.

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas
melaksanakan Melakukan penyiapan bahan pényusunan
rencana, program, dan anggaran serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan <egiatan di
lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas npielaksanakan
evaluasi dan penyusunan organisasi, tatz aksana, dan
reformasi birokrasi, urusan kepegawaiar, penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan, dan
pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik,
serta urusan tata usaha.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Kerawanarn Pangan

Pasal 15

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangar. mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan
dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan
pangan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangen dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Bidang Ketersediaan dan Kerewenean Pangan
menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangen dan
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber
daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

penyiapan penyusunan bahan rumusan  kebijakan
daerah di bidang ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordiras penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber dava pendukung
ketahanan pangan lainnya;

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan parngan dan
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber
daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan @ di
bidang ketersediaan, penanganan kerawanar pangan dan
koordinasi penyediaan infrastruktur pangsn, dan sumber
daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

penyiapan pemantapan program di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan
koordinasi penyediaan infrastruktur pang:n, can sumber
daya pendukung ketahanan pangan lainnye



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang ketersediaan, penanganar kerawanan
pangan dan koordinasi penyediaan infrastrulitur pangan,
dan sumber daya pendukung ketakanan  pangan
lainnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olelr <epala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 17
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terd.ri ates :
a. seksi ketersediaan pangan;
b. seksi sumber daya pangan;
c. seksi kerawanan pangan
seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggurng jawab kepada
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 18

Seksi Ketersediaan Pangan mempunya: tugas Melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan., serte pemberian
pendampingan, pemantauan, dan evaluass di bidang
peningkatan ketersediaan pangan.

Seksi Sumber Daya Pangan mempunya: tugas Melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, sert:. pemberian
pendampingan, pemantauan, dan evaluas di bidang
penyediaan infrastruktur dan sumber daya parigen

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantaparn, sert:i pemberian
pendampingan, pemantauan dan evaluesi dibidang
penanganan kerawanan pangan.

Bagian Keempat
Bidang Distribusi dan cadangan pangasn

Pasal 19

Bidang Distribusi dan cadangan pangan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanagan kebijakan,
pemberian pendampingan serta pemaritauan dan evaluasi
di bidang distribusi dan cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan cipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaks:ud dalam
Pasal 19, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

penyiapan pelaksanaan koordinasi di hicdaag distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangen;

penyiapan penyusunan bahan rumusan  kebijakan
daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan



(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

(2)

cadangan pangan;
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidarng distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

pemberian pendampingan pelaksanaan legiatan  di
bidang distribusi pangan, harga pangan, den cadangan
pangan;

penyiapan pemantapan program di bidang distribusi

pangan, harga pangan, dan cadangan pangan,

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dar pelaporan
kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangen, dan
cadangan pangan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olelh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan tercliri atas

a. seksi distribusi pangan;

b. seksi harga pangan;

c. seksi cadangan pangan

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin olch Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangar

Pasal 22

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas Melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, peryusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serte peraberian
pendampingan, pemantauan, dan evaluzsi i bidang
distribusi pangan.

Seksi Harga Pangan mempunyai tugas Melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, per;jyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serte peraberian
pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di hiclang harga
pangan

Seksi Cadangan Pangan mempunvai tugas Melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, periyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serte peraberian
pendampingan, pemantauan, dan evaluzsi i bidang
cadangan pangan

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Keamanarn Pangen

Pasal 23

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan memaunyal tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan X<ebijjakan,
pemberian bimbingan konsumsi dan keamarnar p:angar.
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dpimpin oleh
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 23, Bidang Konsumsi dan Keamarar Pangan
menyelenggarakan fungsi :

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsums: pangan, dan
keamanan pangan;
penyiapan penyusunan bahan rumusar  kebijakan
daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman
konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
keamanan pangan;
pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di
bidang konsumsi pangan, penganckaragaman konsumsi
pangan, dan keamanan pangan;
penyiapan pemantapan program di bicdarg konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
keamanan pangan,;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dait pelaporan
kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman
konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdii atas :
a. seksi konsumsi pangan;

b. seksi penganekaragaman konsumsi pangan

c. seksi keamanan pangan.

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpir cleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung javab kepada
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 26

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tuga: Melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, penyisunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapar, serti pemberian
pendampingan, pemantauan, dan evaluas di  bidang
konsumsi pangan

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangar mempunyai
tugas Melakukan penyiapan koordinasi, oengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pementapan, serta
pemberian pendampingan, pemantauan, dar. c¢valuasi di
bidang penganekaragaman konsumsi parngan dan
pengembangan pangan lokal.

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas Melakukan
penyiapan koordinasi, pengkajian, peayusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantapan, scerti pemberian
pendampingan, pemantauan, dan evaluas di bidang
keamanan pangan
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Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas o el:ksanakan
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahLannya.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara
dalam jenjang jabatan fungsional yzng terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai bidang keahlianny:.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dineksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsion«l senior yang
ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana cdimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhar dan beban
kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan uait organisasi
dan kelompok tenaga fungsional wajib mencropkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi beik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuar. organisasi
dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengar instansi lain
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-
masing.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sckretaris
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-
masing.

(3) Setiap  pemimpin satuan  organisasi dilingkungan
Pemerintah Daerah wajib melaksanaken pengawasan
melekat.

Pasal 30
Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaar. tuzas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentiian perundang-
undangan yang berlaku.
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Pasal 31

KepalaDinas, memimpin dan mengkoordinasi jawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan seria petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagizan KepalaSeksi
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab
pada atasannya masing-masing dan menyampaigan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33
Setiap laporan yang diterima oleh Kepale Dinas dari
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahar untuk
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mernberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib lisampaikan
pula kepada satuan organisasi lain yang secari. ‘ungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalammelaksanakantugas, Kepala Dinas dibaritu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalarn rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya wajib mengada<an rapat
berkala.

Pasal 36

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretar's melakukan
tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala
Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yvang membidangi
tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepe.a Dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasi lguria masing-
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabuagpaten dapat
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu Kkepada
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yeng berlaku.
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BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural dilingkungan Dinas Ketzhinsn Pangan
Kabupaten Bombana, berpedoman peda peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan olet EBupat: atas
usul Sekretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kabupaten Bombana
merupakan jabatan eselon II b.

(4) Sekretaris lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bombana merupakan jabatan eselon III 2

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Bombana merupakan jabatan eselon III b

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi liugkup Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana merupakan
jabatan eselon IVa.

(7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dines Xetahanan
Pangan Kabupaten Bombana diangkat dar diterhentikan
oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalai Sekretaris
Daerah.

(8) Formasi dan  persyaratan jabatan  pacla Dinas
Kabupatenditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai

pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka perauran Bupati
Bombana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tugas, Pokok dan
Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan, Perkcbunan dan
Holtikultura Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang
bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diandangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di  Rumbia
pada tanggal 12 V€ Set2en2016
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pada tanggal 2% Qcfemeee 2016
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